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ABSTRAK

Pandiangan, Saut. 2010. Pelaksanaan Prinsip Miranda Rule Dalam Praktek Peradilan Pidana di Indonesia (Studi Pada Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Besar Semarang). Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Dosen Pembimbing I Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum, Dosen Pembimbing II Ali Mahsyar, S.H., M.H,
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Prinsip Miranda rule adalah sebuah kesepakatan yang menjunjung tinggi hak-hak tersangka pada saat pemeriksaan pendahuluan. Prinsip Miranda rule yang berlaku di Amerika ini, telah dianut oleh hukum Indonesia yang tertuang dalam Pasal 56 KUHAP dan pasal-pasal lainnya yang berhubungan dengan hak-hak tersangka. Secara teori prinsip Miranda rule telah dilaksanakan oleh para penegak hukum khususnya kepolisian, namun dalam prakteknya belum tentu prinsip Miranda rule ini dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya agar prinsip Miranda rule ini dapat dilaksanakan dengan baik khususnya pada proses pemeriksaan pendahuluan.

Permasalahan yang muncul adalah :(1) bagaimana pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan di Polrestabes Semarang; (2) bagaimana pelaksanaan prinsip Miranda rule dalam proses pemeriksaan pendahuluan di Polrestabes Semarang. Tujuannya antara lain : (1) untuk mengetahui bagaimana Pemeriksaan Pendahuluan Terhadap Perkara Pidana Menurut KUHAP di Polrestabes Semarang (2) untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan prinsip Miranda Rule dalam Praktik Peradilan di Indonesia khususnya pada proses pemeriksaan pendahuluan di Polrestabes Semarang. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis yuridis. Metode pengumpulan data  yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi/studi pustaka tersebut, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan deduktif untuk menarik kesimpulan. 
Dalam penulisan hukum ini dapat dilihat bahwa meskipun secara teori prinsip Miranda rule ini telah dilakukan dengan baik, namun dalam prakteknya masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan masih banyaknya tersangka yang belum mengetahui mengenai hak-haknya dan tidak mendapatkan bantuan hukum pada saat menjalani pemeriksaan pendahuluan meskipun telah diancam dengan hukuman pidana lima tahun. 
Simpulan dari hasil penelitian ini adalah : (1) Pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan di Polwiltabes Semarang dalam praktek tidak selamanya dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku yaitu KUHAP, diantaranya adalah dalam hal pemanggilan saksi. Sesuai dengan perkembangan jaman, berdasarkan kesepakatan bersama antara penyidik dengan saksi, untuk efektifitas waktu penyidik di Polwiltabes Semarang tidak jarang menggunakan alat telekomunikasi atau handphone sebagai alat untuk pemanggilan saksi tanpa harus mengirimkan surat panggilan resmi. (2) Pada Prinsipnya pemeriksaan pendahuluan di Polwiltabes Semarang sudah sesuai dengan prinsip Miranda rule, meskipun masih perlu dilakukan adanya perbaikan – perbaikan dalam beberapa hal seperti kewajiban dari penyidik untuk memberitahukan dan menyediakan penasehat hukum sesuai dengan hak-hak tesangka untuk mendapatkan bantuan hukum sebelum dilakukannya pemeriksaan terhadap perkara pidana yang diancam lima tahun atau lebih sebagaimana tercantum dalam Pasal 56 KUHAP.
Saran yang disampaikan oleh penulis adalah : (1) Bahwa untuk lebih meningkatkan pengetahuan penyidik diperlukan adanya pembekalan yang lebih sering dan lebih intens untuk para penyidik ditingkat kepolisian. Hal ini dapat dilakukan dengan lebih ditingkatkannya pelatihan-pelatihan, kegiatan seminar, bahkan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan lebih lanjut kepada para penyidik. Selain itu, diperlukan adanya sebuah badan atau divisi di internal Polwiltabes Semarang yang berperan sebagai penjamin mutu dari penyidik  yang dapat menghasilkan penyidik-penyidik yang lebih berkualitas, sehingga penyidikan yang dilaksanakan khususnya pada pemeriksaan pendahuluan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.  (2) Ditingkatkannya peran dari pengawas penyidikan di internal Polri dengan lebih tegasnya dalam memberikan peringatan atau bahkan sanksi terhadap penyidik yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak tersangka. Selain itu,  dalam RUU KUHAP yang baru perlu adanya ketegasan mengenai pemberlakuan prinsip-prinsip Miranda Rule  serta ada aturan yang tegas tentang konsekuensi hukum jika mengabaikan prinsip-prinsip Miranda Rule.
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